BUPATI JEMBER

SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 38 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

a.

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya
Bagian Kesebelas tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 38
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Jember

Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, khususnya
ketentuan mengenai Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
perlu ditinjau kembali dan dirubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2
tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3644);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat
dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik
Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4200);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);



Menetapkan :

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011
Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI JEMBER NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 38
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011
Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf f diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Wajib Pajak setelah menerima SSPD BPHTB sebagaimana

dimaksud dalam pasal 18 dan 19, harus menyampaikan
permohonan penelitian SSPD BPHTB kepada bidang yang
menangani pada Dinas Pendapatan dengan mengisi formulir
yang telah disediakan.

(2) Bidang yang menangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat melakukan penelitian SSPD BPHTB yang sudah tertera
pengesahan penerimaan pembayaran SSPD BPHTB oleh
Bendahara Penerima Dinas Pendapatan atau oleh Bank yang
ditunjuk.



(3) Penyampaian permohonan penelitian SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen
pendukung yang terdiri dari :

a.
b.

Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

SSPD BPHTB yang telah ditandatangani oleh Bendahara
Penerima/ Bank yang ditunjuk;

Kuitansi transaksi jual beli (bermaterai cukup);

Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun perolehan hak;

Dalam hal Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT)
belum terbit dapat digantikan dengan keterangan NJOP dari
instansi terkait;

Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) / Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) / Struk ATM Bank bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / bukti
pembayaran PBB lainnya atau Surat Keterangan Lunas
Pembayaran PBB dari Dinas Pendapatan atas tanah
dan/atau bangunan yang diperoleh haknya untuk lima
tahun terakhir dalam hal tidak dapat menunjukkan
STTS/SSPD PBB;

Fotocopy identitas kuasa wajib pajak (dalam hal
dikuasakan);

Fotocopy identitas wajib pajak / pembeli dapat berupa Kartu
Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Passport/Akte
Kelahiran);

Fotocopy identitas wajib pajak / penjual dapat berupa Kartu
Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Passport/Akte
Kelahiran);

Fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan
Keluarga, dalam hal transaksi waris; dan

Fotocopy bukti kepemilikan tanah/bangunan atau sertifikat
objek perolehan hak.

2. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 52

(1) Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu
dengan utang pajak daerah lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan
pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan
dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak
atas nama Wajib Pajak lain yang ada hubungan hukum dengan
Wajib Pajak.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan pemindah bukuan.



3. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Kelebihan  pembayaran BPHTB yang masih  tersisa
dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak :
a. diterbitkannya SKPDLB BPHTB; dan
b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran BPHTB sehubungan dengan surat keputusan
lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran
BPHTB.

(2) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Dinas Pendapatan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(SKPKP BPHTB) berdasarkan SKPDLB BPHTB atau surat
keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan
pembayaran BPHTB setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) SKPKP BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
b. Lembar ke-2 untuk BPKA; dan
c. Lembar ke-3 untuk arsip Dinas Pendapatan.
(4) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 54

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2)
atau dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak maka
pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pembayaran BPHTB (SPMK BPHTB).

(2) Dinas Pendapatan menyampaikan SKPKP dan SSPD BPHTB
serta dokumen pendukung lainnya kepada BPKA  untuk
diterbitkan SPM Kelebihan Pembayaran BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala BPKA selaku PPKD menerbitkan SPMKP PBB P2 untuk
diterbitkan SP2D oleh pejabat yang berwenang.



5. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni

Pasal 54a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 54a

(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB yang terjadi
dalam tahun yang sama dengan penerimaan BPHTB
dibebankan pada Rekening Pendapatan BPHTB atau
dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan
pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang
sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.

(2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB untuk
BPHTB yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan
pada Rekening Belanja Tidak Terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(4) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dianggarkan dalam
APBD untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

PASAL 1II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2014

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

KABUPATEN JEMBER
TANGGAL. 2 -1 -2014 NOMOR & BUPATI JEMBER,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd

a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b.

MZA DJALAL

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO,SH, MSi.

Pembina tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014
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